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PANDANGAN RESMI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA ……………….…………





DISAMPAIKAN PADA MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN …………………













DISUSUN OLEH:
BPD ……………..……..
Tahun 20…....




[bookmark: Pendahuluan]I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang










1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Pandangan Resmi BPD antara lain: 

1. Undang – Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. ………………………………………………………………….…..

1.3. Maksud dan Tujuan





II. GAMBARAN UMUM MENGENAI RANCANGAN RPJM DESA

2.1. Kondisi Umum



2.2. Permasalahan


2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa








2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa












2.2.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa








2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


III. PENDAPAT BPD TERHADAP RANCANGAN RPJM DESA
















































IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN














4.2. REKOMENDASI



















…………………, …….. 20....
Badan Permusyawaratan Desa
Desa …………………



…………………..
Ketua
